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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SUL{WESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ,4 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENG- HAS,ILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADr UNGKUNGAN pEMERTNTAH KABtiAi;i.; iAinlonrua
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA,JA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi,
kineqa, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tora-ia, mal<apemerintah Daerah memberikan tambahal penghasilan
berdasarkaa 

. 
pertimbangal beban kerja, prestasi kerja,kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi,

pertimbangal objektif lainnya dan beban kerja tambahan
kepada pegawai Apa.ratur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (l) dan ayat (3)peraturar pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangpengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah Daerah dapai
memberikan tamba}ran penghasilan kepada pegawai Aparatur
Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan
Daerah da.rl memperoleh persetujuan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah sesuai dengaa ketentuan peraturan
perundang-undangan dall ditetapkan dengar peraturan
Bupati dengal berpedoman pada peraturan pemerintah;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900_4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan penghasilan pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Daerah,
mengamanatkan pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilar pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan pemerintah Daerah setelah mendapat persetujual
tertulis Menteri Dalam Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,.huruf b dan huruf c, perly menetapkanperaturan Bupati tentang pemberian Tambahan penghasilan
pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Tana Torajaj

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah_daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
LembaraJr Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
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2. Undang-Undang Nomor l7_Tahun 2OO3 tentang KeuanganNegara (L€mbaran Negara Repubtik lndonesia i*""lboaNomor 47, Tambahan t€mbaran r,I"g.." n.pr}i;i"a'."*"
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2oo4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran r"g_. n.OrUr*Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan l,embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 435s); ---"v<*,r r!!.tr

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentangPembentukan peraturan perundang_undan*""-t*_iJ_"
Negara Republik Indonesia Tahun zoir r.ro-oi ;i, ;;;;""
t e.mUlan Negara Republik Indonesia N"--.. ""JS+f
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Una""g llor"li' f sTahun 2019 tenta-ng perubahan Ata" U"I"lg_Urri;;;;".
-i.2 Tahun 2Ot 1 tentang pembentukan p"..tri"" p"-?a-"rrg_
Undangan (t€mbarar Negara Republik I"ao"""i" iJt,rriirsNomor 183, Tambahsn l,embaran *"g*" 

""r"ifrr.Indonesia Nomor 6399);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Repubtik r"a"""J i.r,ii'z"ot+

Nomor 6, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik f"a""""_Tahun 2014 Nomor 244
Repubrik rndonesia,o"*".' rff:"temtffi ffitffibeberapa kali, teral<hir dengan Undang_Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan Kedua ALs U"d;g_;;;g
Nomor 23 ?ahun 2014 tentang pemerint"frrri O..rf,
llembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 N.;;;;;,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679J;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran lV"gara n"pu;lrL
Indonesia Nomor 560l);

8. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (l.embiran Nega.aRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, f"mUaLl€mbann Negara Republik Indonesia Nomor 46 I 4) ;

9. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentarg Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik f.raorrr*i"Tahun 2010 Nomor 74, TambJan L._U".." llrg"*
Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan pemerintah Nomor l1 Tahun 20l7 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran }I"g*. n"priLii.
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, fambahan kmbaran
Negara Republik tndonesia Nomor 6037);
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ll. Peraturan pemerintah Nomor l2 Tahun 2Ol9 tentanSPengelotaan Keuangan Daerah (Lembara. N.;;; il;;;i;Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaian Lembaran
. ^ 

Negara Republik Indonesia Nom or 6322);
12, Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol9 tentang

l*ri31 Kinerja pegawai N.s", Si;l-i;_;;; ;'jff.Republik Indonesia Tahun 20t9 Nomor 7, i"-U-"i]"
, ^ f-h"r, Negara Republik Indonesia No-o. Oe+01; 

* '"* -
13. Peraturan Menteri Datam lege.l I'Iomo. iZ iafrun ZOOAtentang pedomar Analisis Beban x"4a il 

';;.;;;;

,, 3^"II:-*. palam Neseri dan pemerintali D".."r.,;"'"'-'."-,r{. reraturarl Menteri pendava
Rerormasi gr..'r..""i ffi::;fltlT" ffii1,J.X;-;J:.jil
Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012tentarg Analisis Jabatan di Lingkungan *.",.",i".'O"".-Negeri dan pemerintah Daerah (Berita 
^"r.."'I"i'rlblu. - Indonesia Tahun 2ot2 Nomor 4g3); '6< q 

'|\'1 l,uu
16. Peraturan Menteri penda

Reformasi u,;;-;", -;:;r"tunaan Aparatur Nesara dan
penetapanK"h"i;;;-dlT,J;"#,I*i:,,;"",:.Jfff

._ lBerita Negara Republik Indonesia f"r,rn ZOrg*o.o; iiiiilT.Peraturan Menteri Dalam N.g..i N;;o; ;;';;;?i,tentang pembentukan produk irr.u_ o"..J leitl ll#..Republik rndonesia Tahun 2015 *r_*loliilu;;1"
telah diubah dengar peraturan Menteri Dalarn ,"aJ**"i..
lZ! tafrun 20I8 tentang perubahan O,"" a..",rrir,'r."r_ri..,Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

""o"g 
a".b""*;LProduk- Hukum Daerai (Berita w"g"ru n.piuiit 

'l;;;;"
Tahun 2Ol8 Nomor I 57;

18. Peraturan Menteri pendav
R.r;;;;';;.il",'"i:ffi:"Ti" #ff * 

;. i;'1"""*:Nomenklatur Jabatan pelak!
ringkunganr""""iffi #ffi i'a.:'#i,:,_I."r.;.::lrt

.^ Indonesia ?a_hun 20lg Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7 TaJlun 2O2Otentang pedoman Teknis pengelola." K""rr;;-';r-";;
^ ^ lP.do Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O N;-o. ;;;;;20.Keputusan Menteri Dalam N"gu,, No;o;-;;d_;; ;*1;2020 rentang Tara Cara persetujuan M€nreri Dalam NeseriTerhadap Tambahan penghasilan r"r"*ri oo..l*.''"1o,

Negara di Lingkungan pemerintal Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA"'A.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang aimat sua ffi :

] ?a.erah adatah Kabupaten Tana Torqja.

i lio:t*:".rgalah Kabupaten rana roraja.J. uupau adalai Bupatj Tana Toraja.4. Pemerintahan Daerah adalah 
_penyelenggaraan Urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dar opno- meiurut---"i.J-lar"-, dan TugasPembantuan dengan prinsip 
.oro.,o_i ".1]."-;;;"r;:;"_ sistem danprinsip Nesara Keaatuan Republik r"d;";;;'b;;i,i,l" o,_*"uo or"_. 11a""1U."a""g Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.5. pemerintah Daerah adala} 

-Bupati -;-r;'T;"J,. 
penyelenggara

.f:Tlr*T. Daerah yans memimfin p"r"t"iu.r, l,i.,.lan pemerintahan
_ yang menjadi kewenalgan daerah otonom.b. Perangkat Daerah ada.lalr

_ penyerenggara"" r-;;;;1""1;r#h:,1":r::il_i1#::".H"-
7' satuan Kella perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD ada.lahPerangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja ,;* ;;;i;;;arakan urusanpemerintahan Daerah berdasarku" r"g"" lu' i,rig"i;;r":'"'"B. Badan Kepegawaian dan pengembangu, S,l-I".'o.ya Malusia yangsetanjutnya disingkat BKpsDM, "i"r.t ,iJ"., ?lo"u"*","r, dan

" l:l::lor:gll -sumber 
Daya Manusia Kabupat.r,,",," ,o,.i,9. Aparatur sip Negara yang selanjutnya aisingtat os* .a^r"r, profesi bagrpegawai negeri sipil dal pegawai_ pemerinf,f, a.r,g"rr-'p.qanjia:r kerjayangbekeda pada instansi pemerintal.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalal
ryga1ar 

n:geri sipil dan pegawai pemerint"h d".rguo p"|lrrir.., keda yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan ai""."t,i irgu" daram suatujabatan pemerintahar atau 
_ 
diserahi tugas negara ialnnl,a aa., aiga;iberdasarkan peraturarr perundang_u.rdarrgar_,_

11. Pegawai Negeri Sipil yarlg selanjutnya aisingkat pNS adalah warga NegaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
Apa-ratur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembi-na kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan.

12. Ca-lon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum dialgkat
sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.

13. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Ke4a yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia y".rg ,rra-".,rhi 

"y"rla t"rt"rrt , y"rrg
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu da.lam
rangka melaksana_kan tugas pemenntahan.

14. Alggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

15. Tambahan Penghasilan kepada pegau,ai ttegeri Sipit di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yarlg selanjutnya disingkat Tpp adalah
tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban ke{a, jenjang
jabatan dan kehadiran ke{a dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan
jabatan, dan tunjangan lainnya.
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16. Jabatan adalah kedudukan 
- yang menunjukkan fungsi, tugas,taaggunglawab, wewenans dan hai< ;";;;;;;; Neseri sipil da.lamsuatu satuan organisasi.

17. Jabatan Pimpinan Tirgd y118 selaniutnya disingkat Jpt adalah sekelompok
- - 

jabatan tinggi pada Instarsi pemerintah. -

18. Jabatan Administrasi adalah sekelorn-pok jabatan yang berisi fungsi dantugas berkaian dengan pelayanan pubrik serta .a-iniir."", pemerintahandan pembangunan.
19. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pNS yang bertanggungjawabmelaksanakan kegiatan perayanarr publik serta adm,nlsrras, pemerintahandan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugasberkaitan dengan pelayanan i""g"io""r y."g;".1l"ii"" o"o" keahlian danketerampilan tertentu.
21. Beban Kerja adalah besaran kerja dan tanggungjawab yang <limiliki olehpejabat yang ditinjau dari hasil rata_..t" 

"i,,'';;iil.;;.,, ,^u"*.22. Jenjans Jabataa adalah tinskatan j.b"; i;;;;;;; yans terdiri atas
^^ 

Jabatan administrasi, jabatan fungsional, d." jJ;;;;;inar tinggi.23. Tingkat Kehadiran pegawai 
.adalah tlrrgk"t k"h.aA; ,IU"_r, datam satu

24. Dokomen pelaksanaan Anggaran perangkat Daerah yang selaqiutryadisingkat DpA-perangkat Daerah merup_-akan d;k;-e; yang memuatpendapatan, belanja dan. pembiayaan setiap eerangkat Daerah yang
^ _ dibunakan sebagai dasar pelalsanaan oleh penggu.ra e.,[aran.
25. Surat Permintaan pembayaran Langsung ,rrtrt p.ii.y** g4i dartunjangan yang selanjutnya disingkat Spp_t S untuk pembayaran gaji dantunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluarar

untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah,
penerima, peruntukan, da-n wa.ktu pembayaran tertentu.

26. Surat Perintah Membayar l.€.ngsung yang selanjutnya disingkat SpM_lSadalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan Sp2D atas beban pengeluaran DpA_perangkat
Daerah kepada pihal ketiga, beban pengeluaran O=ee ga.li dan tunjallan,
serta beban pengeluaran ppKD.

27. Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adalahdokumen yalg digunaka, sebagai dasar pen""i."n a^.ra yL diterbitkan olehBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Spu.
28. Pejabat Pelaksana Thgas yang selanjutnya disingkat pLT adalah pejabat yangmenempati posisi jabatan sementara karena pejabat defenitif yan!

menempati jabatan itu berhaiangan tetap.
29. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat pLH adalah pejabatyang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat defenitil yang

menempati jabatan itu berhalangan sementata.
30. Pegawai Titipan adalah pNS yang bekeia pada pemerintah

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota tain yang aitugaskan pada pemerintah
Daemh dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

31. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabat n-jabatan
secara sistematis dengan menggunalan kriteria_kriteria yang disebut sebagaifaktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelasjabatan.



32. Kelas Jabatan adalah penentuan datl pengelompokan tingkat jabatanberdasarkal nilai suatu jabatan
33. Basic Tambahan penghasilan pegawai adalah nitai rupiah yang diberikanuntuk-setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan i"i".ra.,"r, peraturanperundangan yang berlaku.
34. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan pNS untuk masuk kerja dan
- menaatijam keqa sesuai kewajiban pNS
35. sasara, Ke{a pegawai ya,g seranjutnya disingkat sKp adalah rencana kerja
^ - !-an 

tarset fang aka:r dicapai oleh seorang pNSi
36. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kaiender masehi.
37. Cuti adatah keadaan tidak masuk ke4.a yang diizinkan datam jangka waltutertentu.
38. Izin ada1ah keadaan tidak melakukan aktivitas pada hari kerja bagi pNS yangdiizinkan oleh atasan langsung.
39. Target adalah jumlah bebaa kerja yang akan dicapai dari setiap pelal<sanaan

tugas jabatan.
40. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakar tugas pokok dan fungsi SKpD yangdipimpinnya.
4l Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanalal sebagial kewenangan pu.rggrrr^ arggaran da.lam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
42. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang aijatuhtan kepada pNS karenamelarggar peraturan disiplin pNS.
43. l,aporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaar dari pejabat penyelenggara
Negara ya.g dituangkan dalam formurir l,aporan Harta Kekayaan pejabat
Negara ya:tg ditetapkan oleh Komisi pemberantasan Korupsi.

OO !ll:r1" Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
LHI{ASN adalah dokumen penyampa.ian daftar seh]ruh harta kekayaanAparatur sipil Negara yang dim iki dan dikuasai seabagai bentuk
tran spalansi Aparatur Sipil Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah, Iandasan
hukum darr sebagai pedoman pemberian Tpp untuk memotivasi pegawai ASNdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemeritah
Kabupaten.

(2) Pemberian TPp bertujuan untuk meningkat-kan kesejahteraan pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Katupaten Tana Toraja dalam rangka memenuhi
kehidupan yang tayak dalam meningkatkan kiner.la pegawai ASN lingkup
Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PzuNSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip_prinsip sebagai berikutt

-6-
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a. kepastian hukum dima.ksudkan bahwa pemberian Tpp mengutama.kan
_ landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilaJr;b. akuntabel dimalsudkan bahwa Tpp a"p"t jip.*"rggr.,g."*"bkan 

kepadamasyarakat sesuai dengar k€tentuan peraturan pe.r,if^r,f u.ra".rgar,;c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian Tpi mengutamat<an
keseimbangan antara hak dan kewajiban;

d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian Tpp sesuai dengan targetatau tujuan, tepat waktu sesuai dengan perencanaan kine{a yang telahditetapkan;
e. keadilan dan kesetar-aan dimaksudkan bahwa pemberian Tpp harusmencerminkan rasa keadilan dan kesamaar untuk memperoleh kesempatan
- akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;f. kesejahteraar dimaksudkan bahwa pemberian Tpp diar.ahkan untukmenjamin kesejahteraar pegawai ASN; dang. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian Tpp sebagai hasil optimalisasianggaran bela-nja pemerintah Daerah.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4
(r) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN di Lingkungan pemerintah

Daerah diberikan Tpp-
(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan berdasarkankriteria:

a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. kondisi keqa;
d. tempat bertugas;
e. kelaagkaan profesi; da-n/atau
f. pertimbangan obyektif lainnya

(3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a :

a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalammelakaanakan tugas melampaui beban keqa norl.al atau batas waktunormal minimal 112,S jam perbulan (seratus dua belas koma Iima jamperbulan) atau batas waktu normal minima.l l7O jam perbulan (seratustujuh puluh jam perbulan); darr
b. Besaran persentaei Tpp berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan

keuangan daerah dari besaran basic Tpp.
(4) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b :

a. TPP berdasarkan prestasi keda diberikan kepada pegawai ASN yangmemiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau
. inovasi dan dial<ui oleh pimpinan diatasnya; dan
b. Besaran persentasi Tpp berdasarkan pestasi kega sesuai kemampuan

keuangan daerah dari besaran basic Tpp.
(5) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hurufc :



a. kriteria Tpp berdasaJkar kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASNyang melaksanakar tugas dan tanggungiawab -"iltiti .""ito ti.rggiseperti kesehatan, keamanan jin a dal lainiya;
b. rincian kriteria Tpp Uerdasarkaa tonaiU Leria sebagaimana dimaksudpada huruf a, adalah seturuh pegawai esN yar_[ -"L"l""u., tugas padatrriteria sebagai berikut:

1. pekerjaan yang berkaitan la:rgsung dengan penyakit menular;2. pekepaan yarg berkaitan tl,g.,i g ';;;;; bahan kimia
^ berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
3. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan keq.a;4. peketjaan ini beresiko dengan 

"p"r"t 
p.."it". iln penegat rruhm;5. pekerjaan ini satu tingkat ditawahnya .dJ;;;;"j;",nya; dan/atau6. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya 

"rdJ;Lir;"g oleh jabatantungsionat dan tidak ada jabatan 
"oui r.JJiu"i"-"ir,r",c. Besarar persentase Tpp pegawai eSf,f Ue.aasa.iarr"ilonai"i t"4^ *"r.i

,_. - 
ke-arnpu", keuangan daerah dari basic Tpp.

", ;:t*flI 
berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a. TPP berdasarkan templbertuS:s diberikan kepada pegawai ASN yangda-lam melaksanakan tu

. kesulitan ti.,gg a",, aauJli"ffi":tii* 
di daerah vang memiliki tingkai

b. Tmgkat kesuritan tinggi dan daerah terpencir berdasarkan pada indeksTPP 
- 
tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan IndeksKesulitan Gegrafrs Kantor berada dibagi fnaets- felutitan Geografisterendahdi Wilayah Kabupaten Tana Torqja;. ::td"f Kesulitan Geografis Kelurahan adalah sama dengan IndeksKesulitan Geogra-fis l:mbarg terendah di Kabupaten Tana Toraja;d. Alokasi Tpp berdasarkan

basicrpp*"b";;;;;lb:[offi i1Tff ?.3#,,,#ff ;:T.xffi(satu koma lima puluhl.
t' 

;;?fill}"asarkan 
kelangkaan profesi sebasaimana dimaksud pada ayat

a Iciteria Tpp berdasarkaa kelangkaan 
.profesi diberikan kepada pegawai

ASN yang melaksanakan tugas pada kriterie j
1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekeiaan khusus; dan/atau2) kualilikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisamemenuhi pekerjaan d,maksudi
TPP berdasar-kan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yangmelaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi"ai pemerintarr
Daerah;
Penetapan kriteria Tpp berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati;Alokasi TPp berdasarka:r kelangkaan profesi adalah minimal lOplo{sepuluh persen) dari basic Tpp.

b

c
d

{8) TPP ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif lainnya sebagaimanadimaksud pada ayar (2) huruf f:
a. Kriteria Tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepadaPegawai ASN separjarg aiamanatkan 

- 

"bh ;;;;;;., perundang_undangan; dan
b. Alokasi Tpp berdasarkan 

_ pertimbangan objektif lainnya sesuaikemampuan keuangan daerah dan karakteristik d;";^;
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BAB V

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BESARAN TPP ASN

Pasal 5
(1) Penetapar besaran Tpp didasarkan pada parameter sebagai berikut:a. kelas jabatan;

b. indeks kapasitas frskal daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi;
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Besaran Basic Tpp yang diberikar diperoleh dengan menggunakan rumua:(Besaran Thnjangan Kiner'a BpK per keras jabatan sesuai ketentuanperaturan perundalg-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks
._ kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).(3) Kelas jabatan sebagajmana dimaksud p"a" 

"y.t (t) huruf a, ditetapkanberdasarkan peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

(4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (ll hurufb adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melaluipendapatan dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudahditentukan. Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan frdasar.kan lndeks
Kapasitas Fiska_l Daerah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah dengar bobot sebagai berikut:
a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot l:
b. Kelompok Kapasitas Fiskat Tinggi : bobot 0,g5; r

c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot O,55; dan
e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0.4.

(5) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
digunakan sebagai laktor koreksi tingkat kemahalan masing_masing daerah,yang diperoleh dari perbaadingan IKK maing_masing aaeraf, dengan IKKProvinsi DKI Jalarta dan Kota Jakarta pusat, sesuai peraturan perundang-
undargart.

{6) Indeks Penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdlri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebeear

- 
90% {sembilan puluh persen) dan l07o (sepuluh persen)

(7) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri
atas:
a. Opini l,aporan Keuangan bobot 30% {tiga puluh persen), diperoleh

dengan perhitungan sebagai berikut:
1) WTP pada tahun terakhir : nilai 1.0O0
2) WDP tahun terakhir : nilai 75O
3) Tidak Wajar tahun terakhir : nilai SOO
4) Tidak memberikan pendapat tahun terakhir : nilai 250
Skor Opini l-aporan Keuangan (SOLK) = t112i * 6obo,

b. l,aporan Penyelenggaraan pemerintahan Daeral (LppD) bobot 25olo (dua
puluh persen), diperoleh dari tingkat capaikan skor kinerja LppD daerah
dengan rincian sebagai berikut:
1) LPPD SangatTinggi: nilai 1.000
2) LPPD Tinggi: nitai 250
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c

3) LPPD Sedang : nilai SOO
4) LPPD Rendah : nilai 25O
Skor LPPD (SLPPD) = Nilai x bobot

. Kematangan Penataan perangkat Daerah bobot 107o (sepuluh persen)
1'arg diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerahdengan rincian:
1) Tingkar Kemahngan Sangat Tinggi : nilai 1.OOO

:l I"Clo, Kematargan Tinggr : nilai 800
:l lpqar Kematangan Sedang : nilai 60O4) Tingkar Kematangan Rendah : nilai 4005) Tingkat Kematangan Sangar Rendah : nilai 2OO

DXor Kematangan Penataan perangkat Daerah (SKppD) =Nilaj x bobot. Indeks Inovasi Daerah bobot 3o/o (tiga persenl, aihiung-beraasarkan
indeks inovasi daerah sebagai berikut:
1) Indeks Inovasi Daerah > I.OOO : nilai 1.OOO2) Indeks Inovasi Daeral 501-1.OOO : nilai 8OO3) Indeks Inovasi Daerah 301 _500 : nilai 6004) Indeks Inovasi Daerah 1-300 : nilai 40O5) Indeks Inovasi Daerah di bawah 1 : nilai 20
Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = Nilai x bobot
Prestasi Keda pemerintah Daerah bobot 18%, dihitung berdasarkanPermendagri Nomor 12 Tahun 2008, d".rg.., L"t"rrtr.., Ji'.rli o"nt,r,,1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Ke!.a aa:t"" f a".,g.rl
^ prestasi keda sangar baik (Al : nilai I OOO2) Rata-rata besaran efektjvitas-dan efisiensi Unit Ker1.a 0,9_1,00 denganprestasi kerja baik (B) : nilai 9003) Rata-rata besaran efekriviras dan e,isiensi Unit Keda O.7O_ O,g9
_. !"rgun prestasi kela cukup 1C1 : nilai O06 

" v'lrr( 'rrJq L

4l t<ata-rata besaran efekrivitas dan efisiensi Unit Kerja O,50_ 0,69
_. lengan presrasi keda Sedang (D) : nilai+OO- 

"r'rr rr\rrq L

5J }<ata-rara besaran efektivita",lS 
:.fi:ig!"i Unrr Kerj.a dj bawah 0,5

^, 
dTg* prestasi kerja Kurang (E) : nilai 200JKor ttestasi Keda pemerintah Daera} (SpKpD) = Nilai x bobolRasio Belanja perjalanan Dinas bobot 2oA (dua p"."".ri, Orni,r.,gberdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadaf erg, ailrr".Belanja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Besaran belanja dibawal atau sama dengan 2 %, Nilai 10002) Besaran Betanja 2,Otok - 4 % : nilai 8003) Besaran Betarrja 4,O ) ozo - 6 o/o : nilai 6004l Besaran Belanja 6,0lvo _ g 7o : nilai 400
5J ljesaran Belanja diatas g o/o: nilai 2OO
Skor Rasio Belarja pedalaran Dinas (SRBpD) =Niai x bobot
Skor Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah oaerah Lobot 2o/o (duapersen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan p".rrrA"rrg_
undangal dengan nilai sebagai berikut:

d

{.

s

1) Indeks Reformasi BAokmsi pemerintah Daerah diatas g0 : nilai 1.0002) Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah O**h 7i_aOllrif.i^aoO3) Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah o.".ur, oi _iol i,iii.i ooo4) Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah si _oo, i.iiili +oo5) Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah D"..; ;ib.;# ! i r,r 
"i zOoSkor Indeks Reformasi Birokrasi pem".i"tar, o"e.Jl6liiti,bi'= t*,r _bobot

(8) Komponen variabel hasil sebagaimala dimaksud pada ayat (6) terdiri atas



a. Indeks pembangunan Mllus-ia (tIM) bobot 6% (enam perFen), nilai IpMdiperoleh dari hasil survei b"d""' p";ia;;;",tk, H;,'ii 
t

1) Besamn IpM sarna dengan atau ahta" go , 
"il,"i 

I ffio2) Besaran IpM 70 sd 79 ;nilai 750J) taesaran lpM 60 sd 69 : nilai 5004) Besarar IpM dibawah 60:nilai iSO UoUotSkor IPM (SIPM) =Nilai x bobot
b. Indeks Gini Ratio bobot 

^4yo 
(empat persen), nilai lndeks Gini Ratiodiperoleh dari hasil survei Badan d*t S;;t.*ii ;^ii,,,,1) Indeks cini Ratio sama a""e." ";, di-.ffi 6J;, nilai loOo2) Indeks Gini Ratio 0,36 

"a 
O,"qS , nii"i ?O'dJl lndeks Gjni Ratio sama dengan atau diatas 0,5 .nilai J50Skor tndeks Gini Rario (SIGR) =-Nitai ";.b";-(9) Untuk menghitung Skor Kategori Indeks penyelenggaraan pemerintah

|ff;*.,.*"o, sebasaimana Jimaksud e"d;;;T;"adalah sebagai

SKIPD = (variebel pengungkit) + (variabel hasil)
=D(0,3xsoLK) +(?,^rl"f!!?f + (0,1 x sKppD) + (o,03 x srrD) +(q,18 x spKpD) + (0,o2 x snepDt *'( b,ozl-iior"rX + 6 (0,o6 xSIPM) + (0,O4xSIGR))
=(30o+256+1OO+30+180+20+20) + (60 + 40)
= 1OO0

a, Indeks penyelenssaraan pemda dengan skor diatas gO0 : bobot l;t 
f:ff|" 

penyeleriigaraan e"maa ae',,g._i"Ik;;;;"r' _ 7ee : bobor

" l:s61" 
Penvelenggaraan Pemda dengan skor 60l - 7oo : bobot

t 
i1i3l:#*,enssaraan Pemda dengan skor sol - 600 : bobot

" [:3;1" 
Penvelenggaraan Pemda dengan skor di bawah sot : bobot

(10) Besaran Tpp sebagaimara <tim$sud pada ayat (2) disesuaikan dengankemampuan keuangan daerah dan ait","pr..i 1""g""- ilprtron erp"usetiap tahun anggaran.

Perhitungan akhir besaran Tpp ASN glil<utan dengan melakukan penjumlahandari total perkalian artara b1:ic. Ipp A!r\i ;;;"; ";:l;; 
-asins kriteriasebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

BAI} VI
PENILAIAN TPP ASN

Pasal 7
(1) PembaJaran Tpp pegawai AsN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitaskela dan disiplin kerja. l
(2) Pembayaran Tpp pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarberdasarkan :

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran Tpp yang diterimaPegawai ASN; dan
b. penilaian disiplin kerja sebesar 4096 dari Tpp yang diterima pegawai ASN.



(1) Penilaian produktivitas keria sebagaimana dimaksud dalam pasal Z ayat (21huruf a dilakukan berdasarkan:
pelaksanaan tugas; dan/atau
penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaar tugas pegawaiyarg dipimpinnya.

b

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa antara laina. uraian tugas jabatarl;
b. indikator kinerja utama;
c. peqa.Irjian kerja; atau

d. indikator kinerja individu.
{3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target krnerja 

,i.,dirid, 
p"d"

L1l"fl:" anssaran palins rambat ""d; ;;;; uui"i, i.,,r"., 
"utr"p(4) Penginputan sasaran dan ta

melalui e-Kinetja. 
rget kineia serta aktivitas kerja indMdu diinput

(5) Pelaksanaan input sistem e-
lama 1 (satu) tahun. 

Kinerja diberikan waktu masa percobaan paling
(6) Selama masa percobaan seba_gaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksanaal_ penilaiar produktivitas keda dilakukan ;;;;;;: 'r",
{7) Pegawai AsN yang a*ecuaritan aari -"iJ"rrJri-i,.,put sistem e_Kinerjasebagaimana dimaksud pada ayat (S) adalah:

:. 1::.*" lm-pinan TrnSci setara eselon rrA;D. Jabatan staf Ahli;

' If,TlJtJ#::,fffi*** cuti sakit, cuti tahunan, cuti bersarin,
d. Jabatan pramu u.o.j^",iT-d'n 

cuti diluar tanggungan negara;
pengemudi/sopir, o.r, r"ffi', o'lT.:ur].0.-" u" -u n. pramu saji,

11) Penilaian disiplir keda sebasair
U aiUr.uU"_Ul.aasar,rlar,-;iX":..". dimaksud dalam pasat 7 ayat (2) huruf
a terlambat masuk kerja; ' 

itulasi kehadiran pegawai' meliputi:
b. pulaag sebelum waktunva:dan
c. tida} masuk kerja.
Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pada saatmasuk kerJa dan pada saat pulang kerja.
henadrran meliputi:
a. hari dan jam keia di da.lam r

, 

g n.arr nenueasanH ilffi ;t}il:rsanisasi 
; dan / atau

Hari kerja sebagaimana dimaksrt*.l. v"re i",iJr.;]; ;il;X""'".t 
pada avat (3) huruf a sesuai dengan hari

lorara. Igan Pemerintah Daerah Kabupaten Tara
Jam kerja sebagaimana dima-ksud. pada ayat (3) huruf a ditentukar selama37,s (tisa puluh tujuh koma lima) jam ke;;;i;;; d;ffi;"

12)

(3)

{4)

(s)

(1) Kerentuan hari keqa sebaRaimara dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) hurufatidal< berlaku untuk hari libur r
oleh pemerintah. rasional dan cuti bersama yang ditetapkan
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan jarn kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) pada
Bulan Ra-uadhal, menyesuaikan yartg ditetapkan oleh pemerinln.
Ketentuan hari kerja dan jam kerja untuk satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang tugasnya bersifat khusus diatur tebih lal:rjut
dengan Keputusan Bupati.

Pass-l 1 1

Pasal 12

Setiap pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat keq.a dalamsatuan orgarisasi masing-masing sesuai ketentuan hari kerja dar jam kerja.

Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran secara elektronik pada setiapkehadAal di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1l] ditakutan paaa
waktu masuk kerja dan pada waktu pularrg kerja.
Rekam kehadirarr dilakukan secara manual dilakukan jika:
a perangkat dan sitem rekam kehadiran secara erektronik mengararni

kerusakan / tidak berfungsi ;

b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara
elektronik;

c. te{adi 
- keadaan force na.jeure berJpa bencana alam dan/ataukerusakan yartg mengakibatkan sistim rekam kehldiran secara

_ elek&onik tidal< dimungkinkan untuk dital<ukan; dan/ataud. di lokasi keI1a belum tersedia sistem rekam kehadiran secara elektronik

Pasal 13
(1) setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan d uar satuan organisasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b wajib hadir danmelaksanalan tugas pada tempat sesuai penugasan.
(2) Kehadiran pada tempat sebagaimana aimatsud pada ayat {1) harusdibuktikan dengan surat tugas yang ditardatangani oleh atasan langsung

atau pimpinan Peraagkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14
(1) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud datam pasal 11, pasal 12, dan
- Pasal 13, harus dicatat dan/atau direkap setiap bulan.

(2) Akumulasi kehadiran pegawai pada Bulan Desember setiap tahun anggaran
tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada rekap kehaiiran pada bulan
berikutnya.

(3) Rekap absen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan
disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 15
(1) Dalam hal keadaan mendesak darr penting, atasan langsung dapat

menugaskan Pegawai secara risan dan/atau terturis untuk melaksanakan
tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.

(2) Dalam ha1 penugasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
atasan langsung pegawai yang ditugaskan segera menerbitkaa surat tugas.
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.EMBERTAN DAN ?liJ;'*^*"^,* rpp ASN
Pasal 16

(1) Pemberian tambalan penghasilan untuk setiap jabataa yang ada dilingkungan pemerintah Daerah 
- 

berdasarr.", r.i.J-llt.,r" yang telahdisetujui Menteri Dalam Negeri yatori Did"; B;. ;;;;Ji, ,""."r,(2) TPP ASN tidak diberikan kepada:
a. Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah yang nyata tidakmempunyai tugas/iabatan /peke!.aan tertentu pada perangkat daerah;b. Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daeiah yang diberhentikanuntuk sementara atau dinonaktifkan 

;c. P_egawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah yang diberhentikandengan hormat atau tidak dengan hormat;
d. Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah yangdiperbantukan/dipekedakan/dititipkan pada in"L"i- 7t"*b"gu .r"grrudan/arau lembaga lainnya di luar iemejntah oaerafr;
e. Pegav/ai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan'rregar. atau dalam

" 
bebas tugas untuk menjalani mao p"."l"p*!.rjr.r;

f. Pegawai ASN denga-n status titip"o i"t"-ii.rgtrp eemerlntan Oaerah;g. Pegawai ASN yarg melaksanakan tugas belajl;
h. Pegawai ASN sebagai tenaga kep"rrdiaik"rr; i"r,i. Pegawai ASN pada unit keija berstatus Badan Layanan Umum Daer.ahdan/atau yang telah menerapkaa remunerasi.

(3) Pegawai ASN mutasi masuk pada pemerintah Daerah diberikan Tpp seterahTPP Pegawai ASN yang bersangkutan dianggarkan oreh pemenntah Daerahpada penyusunan ApBD berikutnya

(1) setiap ASN vang oo* -""ourtutl1"l7p.a^ s".,i, pagi dan upacara pada
lari keda dikenakan pengurangan Tpp pegawai ASN seblsar Z% (dua persen)dari penilaian disiplin kerja.

(2) Dalam ha] pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Spnin pagi danUpacara pada hari keq'a sebagaimana dimaksud p;da;yat (1) karena alasanyu"q 
:"h tidak dikenakan pengurangan Tpp dengan melampirkan dokumenpendukung.

(3) Pengurangan pemberian Tpp diberlakukan kepada:a Pegawai yang tidak masuk kerja pada butar bedalan, maka diberikanpengurangan tambahan penghasilan:
1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk keia;2) paling banyal< sebesar 1007o (seratus persen] untuk riap 1 (satu)

bu lan ridak masuk kerja.
b. Pegawai yang terlambat masuk keia pada bulan berjalan, matadiberikan pengurangai tambahan penghasilan sebagai berikut:

(TL)
LAMA KETERLAMBAT-{N

(LK)
PERSENTASE

PENCURANGAN
TLl 1 menit s.d. < 31 menit o,50/o
TL2 31 menit s.d. < 61 menit 10/o
TL3 6l menit s.d. < 91 menit 1,250/0

TL4 >91 menit dan/atau tidak
absen masuk kela 1,5o/o
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c

d

Pegawai yarrg pulang keia sebelu
diberikan pengurangan tambahan

m waktunya pada bulan bedalan, maka
penghasilan sebagai berikut:

LAMA MENINGGALKAN
PEKERJAAN SEBELUM

WAKTUI{YA

PERSENTASE
PENGURANGAN

Pegawai yang
dinonaldi{kan, d

dikenai pemberhentian untuk sementara atau
engan ketentuan:

1. bagi pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktilkankarena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalanimasa penahanan oleh pihak yang bewajib, dikenai pengurangan
pemberian Tpp berdasarkan beban keq.a sebesar 1OO7o (seratus persen)

- terhitung sejat ditetapkannya keputusan pemberhentran sementara;2. jika berdasarkan k,
kekuatanr,.,r.,-t"t"jffi 

"T"t'.11'*:"J:liJ:iTrJ:X;:il;huruf d angka 1 dinyatakan tidak bersalah, pemberian Tppberdasarkaa beban kerja bagi pengawai tersebut dibayarkan kembalipada bulan berikutnya, setelah diaktifkan kembali sebagai pegawai
ASN.

(.+J Keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk keq.atidal< mengurangi sanksi disiplin.
(5) Pengurangan pemberian Tpp berdasarkan beban ke!.a sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf u, dan tru.ui c, tidal< diberlakukanjika memiliki alasan yang sah dan memenut i Let".,irll.osedural sesuaiketentuan da-lam peraturan Bupati ini.
(6) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat i5) berupa:a. aiasan karena sa-kit dibuktikaa dengan surat ieterangan sakit dari doheryang memiiiki surat izin praktek sesuai ketentuan peraturan perundang_

undangan;
b. alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterargan cuti sesuaiketentuan peraturan perundalg-undangan;
c. alasan sesuai ketentuan sebagaimaaa dimaksud dalam pasal 13, danPasal 15; dan/atau
d. alasan Iain yang dituliskal dalam surat permohonan izin/pemberitahuan

yang disetujui oleh atasar largsung.
(7) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimara dimaksud pada ayat (6)huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau yanf menangani rekamkehadjran paling rama 3 {tiga) hari ke4a sejak h; p;;" masuk ker1asetelah sembuh dari sakit.
(8) Sumt keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat {6) huruf b harusdisampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling

iama 3 (tiga) hari keqa sejak hari pertama mulJ cuti.

PULANG SEBELUM
WAKTUMA (PSW)

PSW 1 1 menit s.d < 31 menit
PSW 2 31 menit s.d. < 61 menit 1o/o
PSW 3 61 menii s.d < 91 menit t,25yo
PSW 4 >91 menit darr/atau tidak

absen masuk keI]a 1,50/a

O,5o/o 

-



(9) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakar pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 15 harus disampaikan
l<en1!a ry:abat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga)hari kerja eejak hari pertama masuk keia setelah t<eladianTpetaksanaan
tugas.

(10) S-urat pe-rmohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(6). huruf d harus disampaikan kepada p"i"U"i 
^t", y.ng rienalgani rekamkehadaan pating lama 3 (tiga) hari kela sejak n_; ;.";" masuk kedas€telah tanggal dilakukannya perbuatan s"Uagai-a.,a ai.n"xpua pada ayat(3).

{11) contoh format surat permohonan izin/pemberitahuan tercantum daram
3-pi*" I vang merupakan uagian tioak t"rpiJ;; dari peraturan
Bupati ini.

(12) Pegawai yang tidak berada di tempat tugaa tanpa alasan ya.rrg sah/tanpaizin, maka atasan langsung m.rg.ir*k^i 
"r."ii"r".rrl." dengan contohformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran lt yafi 'menrpar<an 

bagiantidak terpisahkan peraturar Bupati ini.
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Pasal 18(i) Cuti sebagaimana dimaksud da.lam pasal 17 ayat (6) huruf b terdiri atasa. cuti sakit;
b. cuti tahunan;
c. cuti berss_lin;
d. cuti alasaa penting;
e. cuti besar; dan

BAB VIII
TPP ASN TAMBAHAN

Pasal 20

. f. cuti diluar tanggungan negara.
(2) Pegawai yang mengambil cuti diluar targgungan negara sebagaimana
. ^ . limaksud rada ayat ( 1 ) huruf f, ma.ka Tpp tid; Jii;y*-r;l(3) Pesawai yang mensambit cuti seb2gaimana di-J;;l;;; 

"yat 
(1) huruf a,huruf b, huruf c, huruf d dan hr.rmf ., rn.k, dib;l;;i-tpp berdasarkandisiplin kerja sebesar 4oyo (empat puluh persen).

PNS yang dikenai *"k"t hrkr-., fflj,e
a. hukumar disiplin ringan, ddak mendapat Tpp I (satu) kati pada bulan
, berikutnya seja.l( ditetapkan surat keputusan h"kr-"";;; 

-

b. hukuman disipbn sedang, tidal mendapat ,", i--fl,i"f'kali pada bulanberikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hrk";"rr;;; ;""c. hukuman disiplin berat, tidak mendapat Til-a'*d;'Lt paaa bulanbenkutnya 
. 
sejak ditetapkan surat keputusar hukumannya, kecualipernberhentiar dengan hormat tidak atas permintaan sendiri d8npemberhentian tidak dengan hormat.

(1) Plt. Atau Plh. Atau penjabat diberikan Tpp ASN tambahan, yang menjabatdalam jangka waktu paling singkat I (satu) bulan kalender.



(2) Pejabat atasan langsung atau atasal tidak tangsung yang merangkapsebagai Plt. atau plh. atau penjabat menerim; fp-p 
"aSf,{ 

tambahan,ditamJah 2O%o (d:ua puluh persen) dari Tpp ASN dalam jabatan sebagai ptt.
_^. ltau Plh. ata.u penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.(3) Pejabat ya.rrg setingkat yarrg 

lerangkap 
pfi. ataulffr. atau penjabat jabatan

l,aT rn:lerima Tpp ASN yang lebih Lnggi, ditambah iOz. liua pururr persenydari TPp ASN yang lebih rendah paAalauatan d"firrrtii;;;u Jabat€n yangdirangkapnya.
(a) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalaagan retap ataubet{angarl sementara yang merangkap sebagai plt. atau plh. ataupenjabat hanya menerima Tpp ASN pada Jabatan ipp ASN yang tertinggi.(5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang -e."agtap 

'"euagai 
ett. atauPlh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai targgaime;aUat sebagai plt.

atau Plh. atau penjabat.

BAB IX
PENGANOGARAN

Pasal 21

{1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
DPA masing-masing SKPD.

(2)

(3)

(4)

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.
Pemberiar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat {t) direalisasikan sesuaidengan kemampuan keualgan daerah.
Kekurangan atokasi pemberian Tpp sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

11!1 diansgaJkarl pada perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau
APBD tahun berikutnya.

diariggarkal pada

BAB X
PEMBAYARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 22
(1) Pembayaran pemberian Tpp dilakukan oleh masing-masing perangkat

Daerah.
(2) Kepala BKPSDM bertanggungjawab menyediakan data sesuai aptikasi yang

dijadikan dasar pembayaran pemberian Tpp di masing_masing perangkai
Daerah.

(31 Pembayaran TPp dapat diberikan setelah yang bersangkutan melaporkan
LHKPN dan/atau LHKASN.

(4) Besarar pembaya-ran Tpp sebagaimana dimaksud pada ayat (t) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala perangkat Oaerah masing-masing.

(5) Contoh format Keputusan Kepa.la perangkat oaeratisebagailana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam l.ampiran III yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(1)

pasal 23
Dalam hal terjadi perubahaa jenjang jabatan bag pejabat struLtura.l
penyesuaian pemberian Tpp dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung
sejak tangga.l pelantikan.
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(2) Dalam hal tedadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat pelaksana dan
fungsional tetentu da_lam tahun anggaran beialan, penyesuaian pemberian
TPP dibayarkan pada anggaran perubahan/ApBD tahun berikutnya.(3) Evaluasi pembayaran Tpp d aksanakan setiap triwulan tahun befalan oleh
tim eva_luasi Tpp.

Pasal 24
(1) Pembayaran pemberian Tpp dilaksana-kan pada bulan berikutnya denganmelalui ta.Laparl sebagai berikut:

a. pada tanggal I (satu) sampai dengar tanggat t0 (seputuh), BKPSDMmelaksa,alan prosea penarikan, pengol,ahan, ktarifitasi dan validasidata dari masing-masing eerangkat Daerah beserta dokumen
pendukungnya;

b. pada talggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 13 (tiga betas), masing_masing perangkat Daerah menyiapkan kelengkapan dokumen
pembayaran Tpp, meliputi:
1. daftar nominatif pembayaran Tpp yang telah divalidasi oleh

BKPSDM, yang dibuktikan dengan eR Codeby Sistem:2. Keputusan Kepala perangkat Daerah tentang penetapan BesaralPembayarar Tpp;
3. SPP;
4. SPM;
5. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
6. daftar penelitian kelengkapan Spp/SpM.

c. Setel,ah dokumen pembayaran Tpp dinyatakan lengkap, masing_masing
perangkat daerah mengajukan SpM untuk pembayaran Tpp ke BpKADselaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Sp2D, dengan
disertai:
1. daftar nominatif pembayaran Tpp yang memiliki eR Code;2. Keputusan Kepala perangkat Daerah tentang ;enetapan Besaran

Pemba\ ardn Tpp;
3. surat pernyataaa tanggungjawab belanja;
4. daftar penelitian kelengkapan Spp/SpM.

d. apabila dokumen dinyatala:r lengkap maka paling cepat tanggal 15 ataupaling lambat dua hari setelah SpM diajukan, f.Lsa'genaahara UmumDaerah menerbid<an Sp2D untuk pembaran Tpp.
(2) TPP bulan Desember dibayarkan pada buran Desember tahun berkenaan.

BAI} XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

pasal 25
Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai sertapelalsanaan cuti pegawai dilakukan secara berk"f. 

""ti.p trfJrr.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat
yang menangani rekam kehadiran.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilai<sanakan oleh pengelola
kepegawaian di masing-masing perangkat Daerah.
Pelaksanaan rekam kehadiraa ini akan dila-kukan monitoring, evaluasi sertavalidasi oleh BKpSDM.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5) Contoh Format rekap perhitungan kehadirar setiap bulan tercantum dalam
Lampira! IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 26
(1) Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasat 25

ayat (2) dan ayat (3) harus menyampaikan laporan:
a. informasi akumulasi penghitungan hari dan jam keqa yang dilanggar

setiap pegawai berdasa-rkan lctentuan dalam peraturan Bupati ini,
kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan
mengatur mengenai disiplin ASN;

perundang-undangal yarg

12)

b. rincian perhitungan pembayaran Tpp berdasarkan produktivitas keda
pegawai secara bulanan, dengan menggunakan sistem e_Kineda;c. rincian perhitungar pembayaran Tpp berdasarkan disiplin pegawai
secara bulanan, dengan menggunakan absen elektronik; dan

d pe€awai yang dengan sengaja melaporkan informasi akumulasi yang
tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diberikar
TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.

Contoh Format pelaporan capaian kinerja setiap bulan tercantum dalam
Lampirarr V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 27
(1) Setain diberikan TPp ASN, kepada ASN yang mendapat tugas tambahan

dapat diberikan honorarium yaitu:
a. Tim Anggaran pemerintah Daerah;
b. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daeral dan pembantu pejabat pengelolan

Keualgal Daerah;
d. Pengguna Anggarar darl Kuasa pengguna Anggaran;
e. Pejabat Pembuat Komitmen;
I. Pejabat Penatausahaa! Keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan

Keuangan;
g. Pejabat/Kelompok kerja pengadaan barang dan jasa;
h. Pejabat/Panitia pemeriksa hasil pekerjaaa;
i. Benda}tara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran

pembantu, bendahara penerimaan pembantu;
j. Pengurus barang dan pembantu pengurus ba-rang; dan
k. Pengelola darra a_lokasi khusus, dana alokasi umum tambahan, danadesa dan dana lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan
Peraturan Bupati tent ng Standar Biaya.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pasal 29

Pada saat Peraturar Bupati ini berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Tana Toraja Ncmor 3 Tahun 2015 tentang pemberian

^ Tambaian Penghasilan Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;2 Peraturan Bupati rana Toraja Nomor 5 Tahun zoto te.rtang pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja,

Dicabut dan dinyatal<an tidak berlaku.

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 202 1.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah K;;;;.n Ta,,a Tora,ia.

Ditetapkan di Makale

Diundangkan di Maka.le
pada tanggal ,O De6ember 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ANDE BURA

50 Ddonber 2020

RAJA,

IRINGKANAE

P4

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMPR 14

(3) Pembayaran TPP ASN bagr CpNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang
tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat
Pemyataan Menjalankan Tugas.

(5) Pembayaran TPP ASN bagi cpNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan
sebesar 80 7o (delapan puluh persen) dari nilai Tpp keias jabathnnya saJnpai
dengan terbitnya keputusan pengargkatan dari CPNS menj;di pNS.

(6) Pembayaral TPP ASN bagi CpNS formasi jabatan fungsional dibayarkan
sebesar 80 7o (delapan puluh persen) dari nilai Tpp ]abatan fr;J;;
tersebut.

(7) Pembayaran TPP ASN bagi pppK dibayarkan mulai Tahun A.rLg1ara:n 2022.

SEMUEL
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORA.JA
NOMOR ,4TAHUN 2O2O
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINCKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT PERMOHONAN IZINIPEMBERITAHUAN DI LINCKUNCAN
PEMERINTAH KAE}UPATEN TANA TORAJA

Yang bertanda targan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/col
Jabatan

Dengan lnl menerangkan bahwa pada haritanggal.
Saya tidak masuk kerJa/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktu nya/tidakberada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran *)
Karena.

20

Menyetujui:
Kepala (atasarl langsung),

Pemohon,

(Nama)
(Nama)

Pangkat :

NIP.
Pangkat
NIP,

"J coret yarg tidak perlu

?A
TORAJA,

B AI

c, UPA
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPA,II TANA TORAJA
NOMOR 34 TAHUN 2O2O
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA.IA

Kop Surat

SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertarda targan di bawah irri:
Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Dengal ini menerangkaa bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yan sah/
tanggal ................ antara pukul ....... _......,...... s.;

tanpa izin pada hari

Kepala (atasan langsung),

Pangkat
NIP.

RAJA,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar_benamya untuk diketahuidan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikaa kepada yth:
i. Pejabat Eselon II yang bersangkutan;
2. Pejabat Eselon III yang menangani Kepegawaian

1l GKANAE

.20.

(Nama)
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR 

'4 
TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA.IA

XOP OPD

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR .... TAHUN

TENTANG
PENETAPAN BESARAN PEI\4BAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR

SIPIL NEGARA PADA DINAS..............

JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Menimbang a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat

dan seterusnya...;

Memperhatikan

dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN

KESATU Menetapkan Besarar pembaya.ran Tambahan penghasilar
Aparatur Sipit Negara sebac*i; ; ;;Hffi -,*;ffi: Iffi 

''il'"T'.:;,"i',17uart i\eputu sar lni.

1

2

1

2.

3.

Menetapkan

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT Keputusar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala PD,

Nama
Pangkat
NIP
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